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Article Info Abstract
Article History Digital transformation has led to the implementation of innovations in stamp
duty affixation systems, one of which is the application of barcode-based
Received: electronic stamps (e-stamps). This research aims to examine the legal
May 30, 2026 certainty regarding the validity of agreements affixed with e-stamps by
referring to the Civil Code (KUH Perdata) and the Law on Electronic
Accepted: Information and Transactions (UU ITE). Using a normative juridical research
June 30, 2026 method, it was found that the use of e-stamps is legally valid as proof of
duty payment on documents, even though it's not a condition for the validity
Keywords: of an agreement according to Article 1320 of the Civil Code. E-stamps
E-Stamp, Legal positively contribute to strengthening the proof of digital agreements,
Certainty, including electronic transactions, accelerating administrative processes, and
Transaction, Equity maintaining document integrity and authentication. However, their

implementation still faces obstacles such as a lack of public literacy, limited
access to technology, and inconsistent acceptance by several institutions.
Therefore, clearer technical regulatory support, increased public
understanding, and legal reforms are needed so that e-stamps can fully
provide legal certainty in the practice of electronic transactions in Indonesia.

Abstrak

Transformasi digital telah menyebabkan implementasi inovasi dalam sistem pembubuhan bea
meterai, salah satunya adalah penerapan stempel elektronik berbasis barcode (e-stamp). Penelitian
ini bertujuan untuk menguji kepastian hukum mengenai validitas perjanjian yang dibubuhi e-stamp
dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Undang-Undang tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis
normatif, ditemukan bahwa penggunaan e-stamp sah secara hukum sebagai bukti pembayaran bea
pada dokumen, meskipun bukan merupakan syarat validitas perjanjian menurut Pasal 1320 KUHP. E-
stamp memberikan kontribusi positif dalam memperkuat bukti perjanjian digital, termasuk transaksi
elektronik, mempercepat proses administrasi, dan menjaga integritas serta otentikasi dokumen.
Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti kurangnya literasi masyarakat,
keterbatasan akses terhadap teknologi, dan penerimaan yang tidak konsisten oleh beberapa
lembaga. Oleh karena itu, diperlukan dukungan regulasi teknis yang lebih jelas, peningkatan
pemahaman masyarakat, dan reformasi hukum agar stempel elektronik dapat sepenuhnya
memberikan kepastian hukum dalam praktik transaksi elektronik di Indonesia.

Kata Kunci: E-Stamp, Kepastian Hukum, Transaksi, Ekuitas

. PENDAHULUAN
Sistem Hukum di Indonesia termasuk tata kelola administrasi mengalami perubahan
besar sejak adanya era global dengan transformasi digital dalam berbagai aspek kehidupan.
Penerapan meterai elektronik (selanjutnya disebut E-Meterai) salah satu inovasinya, yang di
perkenalkan oleh pemerintah guna melengkapi pemanfaatan meterai selain metetrai fisik
konvensional. Pada pemerintahan kehadiran e-meterai merupakan bagian dari agenda
digitalisasi layanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun
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2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menekankan
peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan (Kementerian
PANRB, 2018). Saat ini Penerapan e-meterai diatur dalam Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang memperluas definisi meterai, termasuk dalam bentuk
elektronik. Implementasinya dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 134/PMK.010/2021 yang mengatur teknis pelaksanaan, distribusi, serta penggunaan
e-meterai. Sejak 1 Oktober 2021, Direktorat Jenderal Pajak bersama Perum Peruri
meluncurkan e-meterai berbasis kode unik (barcode dan QR code) yang dapat diakses dan
digunakan masyarakat secara daring (Peruri, 2021).

Meterai elektronik merupakan salah satu solusi guna menjawab tantangan
digitalisasi, menawarkan transparansi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan pada
dokumen  tertentu, selain itu juga memberikan penawaran  kemudahan
penggunaannya.(Abbas, 2024). Sejalan dengan harapan pemerintah untuk menyediakan
layanan yang lebih efsien praktis, aman di era peradapan global saat ini maka E-Meterai
dapat menjadi salah satu alternatif kemudahan akses bagi masyarakat, hal ini karena E-
Meterai dapat secara cepat dan mudah diperoleh tanpa perlu membeli meterai fisik. Dengan
demikian mendukung peningkatan efisiensi dalam proses administrasi dokumen.(Putri
Jesika, Farina Thea, 2025). Pada hakikatnya diperlukan keselarasan regulasi dengan
digitalisasi layanan untuk menjawab perkembangan teknologi yang semakin pesat, dengan
semakin maraknya transaksi yang dilakukan secara elektronik. Pemerintah harus memiliki
cakrawala berpikir yang komplek utamanya mengakomodasi dokumen digital dengan tetap
menjaga marwah keabsahan hukumnya. penerapan E -Meterai pada berbagai dokumen
elektronik seperti kontrak, perjanjian elektronik/digital, termasuk berbagai transaksi yang
dilakukan secara daring dapat dikenakan bea meterai sehingga penerapan E-Meterai ini
memberikan kontribusi pula pada penerimaan negara.(Kalesaran F, 2022). Kehadiran e-
meterai penting dalam mendukung perkembangan transaksi elektronik di Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya digitalisasi dokumen dan kontrak, keberadaan meterai
elektronik mampu memperkuat aspek keotentikan, integritas, serta keabsahan dokumen.
Hal ini sejalan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah mengakui dokumen dan tanda
tangan elektronik sebagai bukti hukum yang sah (UU ITE, 2008). Dengan demikian, e-
meterai berfungsi sebagai instrumen pelengkap yang meningkatkan nilai pembuktian
perjanjian atau kontrak elektronik. Terkait keabsahan perjanjian dengan menggunakan E-
Meterai beberapa hal perlu kita cermati, bahwa berdasar KUH Perdata untuk syarat sahnya
suatu perjanjian berdasar ketentuan pada Pasal 1320 ada 4 yaitu: Sepakat, cakap, obyek
tertentu dan sebab yang halal. Dengan demikian bea meterai dalam bentuk fisik maupun
elektronik bukan aspek yang menjadi penentu sah tidaknya suatu perjanjian, tetapi lebih
pada aspek fiskal dan pembuktian di hadapan hukum, sehingga dapat memperkuat
dokumen tersebut ssat dijadikan sebagai alat bukti. (Subekti, 2014). Meskipun telah
memiliki dasar hukum yang jelas, praktik penggunaan e-meterai masih menghadapi
berbagai hambatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa literasi masyarakat mengenai
e-meterai masih rendah, akses teknologi belum merata, serta belum semua institusi dan
pihak swasta menerima penggunaan e-meterai sebagai bukti sah (Sari & Pratama, 2022;
Hutabarat, 2023). Hambatan-hambatan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam
praktik, khususnya pada perjanjian atau transaksi yang sepenuhnya dilakukan secara digital.
Penelitian ini juga penting guna menjawab kekuatan pembuktian penggunaan e-meterai
suatu perjanjian digital, mengingat posisinya bukan sebagai syarat sah perjanjian tetapi lebih
kepada aspek pembuktian. Pada saat yang sama, penerapan e-meterai di masyarakat tidak
terlepas dari hambatan seperti keterbatasan literasi hukum dan digital, akses teknologi yang
belum merata, serta inkonsistensi penerimaan dari berbagai institusi. Hambatan-hambatan
ini menimbulkan tantangan dalam memastikan efektivitas e-meterai sebagai instrumen
hukum yang mampu memberikan kepastian hukum.

Menakar dan menalar nilai kepastian hukum penggunaan e-meterai menjadi sangat
penting dalam era digital saat ini. Dukungan regulasi teknis yang lebih rinci, peningkatan
literasi masyarakat, serta konsistensi penerimaan antar-institusi menjadi kunci agar e-
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meterai benar-benar dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal. Dengan adanya
kepastian hukum, e-meterai tidak hanya berperan sebagai instrumen administrasi pajak,
tetapi juga sebagai sarana strategis untuk memperkuat ekosistem transaksi elektronik di
Indonesia. Kebaruan penelitian ini menekankan pada nilai kepastian hukum penggunaan E-
Meterai serta kemanfaatannya dalam mendukung transaksi yang dilakukan masyarakat
secara efisien, cepat, dan akuntabel.

Kebaruan penelitian ini pisau analisis penelitian ini memadukan prinsip kepastian
hukum dan kemanfaatan terhadap penggunaan E-Meterai dalam transaksi digital, hal ini
membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih cendering menyoroti
aspek legalitas E -Meterai secara normatif saja. Penelitian ini menganalisis dan mengkaji
secara seksama peraturan perundang-undangan terutama PMK No.134/PMK.03/2021, agar
hasil analisis dapat memberikan kejelasan hukum secara normatif dan bermanfaat bagi para
pelaku transasi digital. Disamping itu penelitian ini mengidentifikasi kekosongan hukum
relatif dan multitafsir teknis dalam mekanisme penempelan E-Meterai terutama terkait
interoperbilitas sistem, autentifikasi Application Programming Interface (API) validasi kode
digital sebagai pengganti tanda tangan fisik. Aspek ini belum banyak mendapat perhatian
dari para peneliti sebelumnya, dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi baru dalam kajian hukum teknologi di Indonesia. Lebih lanjut penelitian ini juga
menawarkan beberap rekomendasi normatif dan teknis berupa penyusunan pedoman
bersama lintas lembaga antara Kementerian Keuangan, PERURI, dan instansi penegak
hukum untuk menjamin standar pembuktian digital yang konsisten di Pengadilan.
Rekomendasi ini dimaksudkan tidak hanya menutupi celah multitafsir dalam penerapan E-
Meterai, akan tetapi juga memperkuat asas kemanfaatan hukum melalui peningkatan
kepastian hukum dan keandalan sistem transaksi elektronik di Indonesia.

| METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan fondasi yang penting dalam sebuah karya ilmiah,
karena menentukan arah, kerangka, dan validitas hasil kajian. Dalam penelitian hukum,
metode yang digunakan harus mampu menjelaskan hubungan antara norma, doktrin, dan
praktik hukum agar dapat melahirkan analisis yang komprehensif. Secara umum, penelitian
ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum penggunaan e-meterai dalam perjanjian
berdasarkan kerangka hukum positif Indonesia, sehingga metode yang dipilih adalah
metode penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan
adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian hukum dalam
arti law in books. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan
legitimasi hukum, keabsahan, dan pembuktian suatu instrumen hukum baru berupa e-
meterai, yang hanya dapat ditelaah secara mendalam melalui analisis terhadap peraturan
perundang-undangan dan literatur hukum. Soekanto (2014) menyebut metode yuridis
normatif sebagai penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai data utama,
sedangkan Marzuki (2017) menegaskan bahwa metode ini berorientasi pada penafsiran
norma untuk menemukan asas, konsep, dan aturan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan dua bentuk pendekatan, yaitu pendekatan peraturan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan
menganalisis norma hukum yang berlaku, mulai dari KUH Perdata sebagai dasar hukum
perjanjian dan pembuktian, UU ITE yang mengakui dokumen serta tanda tangan elektronik,
hingga UU Bea Meterai beserta aturan pelaksananya yang mengatur eksistensi e-meterai.
Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi harmonisasi maupun potensi disharmoni antar
aturan melalui analisis dan pengkajian mendalam terkait kepastian hukum regulasi E-
Meterai, menganalis pula letak multi tafsirnya norma dan kekosongan hukum tentang E-
Meterai, serta ditentukan bagaimana kedudukan e-meterai dalam struktur hukum Indonesia.
Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum
yang relevan, seperti syarat sah perjanjian, prinsip pembuktian, dokumen elektronik, dan
fungsi fiskal dari meterai. Pendekatan ini penting karena memungkinkan penelitian untuk
tidak hanya berhenti pada deskripsi norma, melainkan juga memberikan analisis teoretis
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yang lebih dalam tentang posisi e-meterai sebagai instrumen hukum di era digital.
Sebagaimana dikemukakan oleh Friedman (2009), hukum harus dipahami tidak hanya
sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sistem nilai dan konsep yang berkembang
mengikuti dinamika masyarakat, terkait E-Meterai maka perlu dianalisis dan dikaji pula
tentang penegakan regulasi agar berkemanfaatan (utilitas) baik bagi sistem hukum maupun
masyarakat.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori
utama. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan
utama, yakni KUH Perdata, UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta UU Nomor 10 Tahun 2020
tentang Bea Meterai beserta PMK Nomor 134/PMK.010/2021. Ketiga instrumen hukum ini
dianalisis untuk menelusuri bagaimana syarat sah perjanjian, legitimasi dokumen elektronik,
dan pengaturan bea meterai saling terhubung dalam menjamin kepastian hukum. Di sisi lain,
bahan hukum sekunder berupa literatur, doktrin, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu
digunakan untuk memperkaya analisis normatif. Misalnya, Subekti (2014) memberikan
pemahaman dasar mengenai hukum perjanjian, sedangkan penelitian kontemporer seperti
Sari dan Pratama (2022) serta Hutabarat (2023) menyoroti peluang dan hambatan
penerapan e-meterai di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif
menggunakan interpretasi hukum. Analisis kualitatif menekankan pada penalaran mendalam
terhadap bahan hukum, bukan pada penghitungan kuantitatif. Interpretasi hukum digunakan
agar peraturan tidak dipahami secara sempit, melainkan melalui tafsir gramatikal, sistematis,
historis, dan teleologis. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menjelaskan bunyi teks
hukum, tetapi juga menggali tujuan dan konteksnya dalam rangka menjawab persoalan
hukum yang muncul. Misalnya, meskipun e-meterai tidak termasuk dalam syarat sah
perjanjian menurut KUH Perdata, analisis teleologis menunjukkan bahwa keberadaannya
berfungsi memperkuat pembuktian kontrak digital, sehingga mendukung kepastian hukum
dalam praktik.

Penggunaan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-
undangan, dan pendekatan konseptual, serta analisis kualitatif berbasis interpretasi hukum,
penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif,
tetapi juga preskriptif. Artinya, penelitian ini tidak sekadar memaparkan aturan hukum yang
ada, melainkan juga menawarkan argumentasi hukum dan solusi atas hambatan yang
muncul dalam penerapan e-meterai di Indonesia.

lll. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip kepastian hukum yang berkemanfaatan dalam penggunaan E-Meterai
memerlukan pijakan teoritis yang kuat agar penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi
juga memiliki dasar konseptual yang jelas. teori berfungsi sebagai kerangka acuan dalam
menjelaskan posisi e-meterai di tengah perkembangan hukum perdata dan hukum digital di
Indonesia utamanya terkait prinsip kepastian hukum dan kemanfaatan penggunaan E-
Meterai. Hukum perdata, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),
telah lama mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian dan prinsip pembuktian.
Namun, perkembangan teknologi menuntut penyesuaian kerangka hukum, terutama dengan
lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memberikan
legitimasi bagi dokumen elektronik dan transaksi digital. Di sisi lain, aspek fiskal serta
kekuatan pembuktian dokumen diatur lebih spesifik melalui Undang-Undang Bea Meterai
beserta peraturan pelaksananya, yang kini telah mengakomodasi keberadaan e-meterai.

Guna penajaman analisis terkait prinsip kepastian hukum dan kemanfaatan
penggunaan E-Meterai tentu tidak bisa lepas dari berbagai teori yang mendasari, terdapat
lima aspek utama: (1) konsep perjanjian menurut KUH Perdata, (2) pembuktian dalam
hukum perdata, (3) legitimasi transaksi elektronik menurut UU ITE, (4) regulasi bea meterai
konvensional dan elektronik, serta (5) penelitian terdahulu mengenai penerapan e-meterai
dan kepastian hukumnya. Kelima aspek ini akan menjadi kerangka konseptual untuk
memahami secara utuh kedudukan e-meterai dalam sistem hukum Indonesia, baik dari sisi
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normatif maupun praktis. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun dari integrasi
antara hukum perdata klasik dan hukum modern berbasis teknologi. Hubungan antara KUH
Perdata, UU ITE, dan regulasi e-meterai dapat dijelaskan melalui beberapa dimensi berikut:

1.

Dimensi Validitas Perjanjian (KUH Perdata)

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh
empat syarat sah, yakni kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.
Dengan demikian, keberadaan meterai, baik konvensional maupun elektronik, tidak
memengaruhi sah atau tidaknya suatu perjanjian. Fungsi meterai dalam konteks ini
hanya bersifat administratif dan fiskal.

. Dimensi Legitimasi Transaksi Elektronik (UU ITE)

Seiring perkembangan teknologi, dokumen dan transaksi tidak lagi berbentuk fisik.
UU ITE memberikan legitimasi hukum terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan
digital. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan pengakuan ini,
kontrak digital memiliki kedudukan yang setara dengan kontrak fisik.

Dimensi Kekuatan Pembuktian (UU Bea Meterai dan Regulasi E-Meterai)

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2020 dan PMK No. 134/PMK.010/2021, e-meterai
diposisikan sebagai bukti pelunasan bea yang sah pada dokumen elektronik. Fungsinya
memperkuat kekuatan pembuktian suatu perjanjian apabila diajukan dalam proses
litigasi. Penggunaan e-meterai memberikan tambahan legitimasi fiskal sekaligus
mendukung autentikasi dokumen digital.

. Dimensi Implementasi dan Hambatan

Pengakuan normatif penggunaan E-Meterai telah jelas, akan tetapi pada tataran
praktis masih ditemukan adanya kendala, seperti keterbatasan literasi masyarakat,
disparitas akses teknologi, dan inkonsistensi penerimaan antar-institusi (Sari & Pratama,
2022; Hutabarat, 2023). Hal ini menimbulkan gap antara regulasi dan praktik, sehingga
diperlukan pembaruan hukum dan sosialisasi yang lebih luas.

Kehadiran e-meterai bukan hanya sekadar modernisasi prosedural, melainkan juga

merupakan jawaban atas kebutuhan kepastian hukum dalam transaksi digital yang semakin
kompleks. Sebagai instrumen hukum, keberadaannya menimbulkan pertanyaan mengenai
keabsahan, kontribusi, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

1

. Keabsahan E-Meterai dalam Perjanjian

Keabsahan e-meterai perlu dianalisis dalam dua perspektif: fungsi fiskal dan
syarat sah perjanjian. Dari sisi fungsi fiskal, e-meterai sah sebagai bukti pelunasan bea
atas dokumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
tentang Bea Meterai serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.010/2021. Hal
ini menegaskan bahwa penggunaan e-meterai memiliki legitimasi hukum yang sama
dengan meterai fisik, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan (BPK RI, 2020; Kemenkeu RI, 2021), akan tetapi berdasarkan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, e-meterai tidak termasuk ke dalam syarat sah perjanjian
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat sah perjanjian tetap meliputi
kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek tertentu, dan causa yang halal
(Subekti, 2014).. Dengan demikian, keberadaan e-meterai tidak menentukan sah atau
tidaknya suatu perjanjian, tetapi berfungsi sebagai instrumen tambahan untuk
memperkuat aspek formil dari dokumen perjanjian tersebut. Selain itu, berdasarkan
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dokumen elektronik yang
dibubuhi e-meterai dapat dianggap sah sebagai alat bukti, sejauh memenuhi ketentuan
Pasal 5 dan Pasal 11 UU ITE mengenai pengakuan dokumen elektronik dan tanda
tangan elektronik (BPK RI, 2008; 2016). Oleh karena itu, meskipun e-meterai tidak
menjadi bagian dari syarat substantif perjanjian, kehadirannya memperkuat legitimasi
dokumen perjanjian dalam ranah pembuktian hukum.

. Kontribusi E-Meterai

Kontribusi e-meterai dapat dilihat dari tiga aspek utama. Pertama, e-meterai
memperkuat pembuktian dalam transaksi digital. Keberadaan e-meterai pada dokumen
elektronik berfungsi sebagai bukti bahwa dokumen tersebut telah dikenakan bea sesuai
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ketentuan hukum, sehingga meningkatkan nilai pembuktian di hadapan hukum.
Sebagaimana dikemukakan oleh Hutabarat (2023), e-meterai menjadi elemen penting
untuk menjaga otentisitas dokumen digital, terutama dalam sengketa hukum. Kedua, e-
meterai mempercepat administrasi, khususnya dalam konteks transaksi bisnis dan
keuangan yang semakin mengandalkan sistem elektronik. Proses pembubuhan meterai
konvensional yang biasanya memakan waktu kini dapat digantikan dengan sistem daring
yang lebih efisien, sehingga mendukung percepatan birokrasi dan transaksi. Studi Sari
dan Pratama (2022) menunjukkan bahwa penggunaan e-meterai dapat memangkas
waktu administrasi dokumen hingga 40% dibandingkan sistem manual. Ketiga, e-meterai
berperan dalam menjaga integritas dan otentikasi dokumen. Dengan adanya sistem kode
unik dan barcode yang tidak dapat digunakan berulang, e-meterai mampu
meminimalisasi risiko pemalsuan dokumen. Hal ini sejalan dengan prinsip keamanan
transaksi elektronik yang diatur dalam UU ITE, di mana autentikasi merupakan elemen
krusial dalam menjaga keabsahan data digital.
3. Hambatan Penerapan E-Meterai

Meskipun memiliki kontribusi signifikan, penerapan e-meterai masih menghadapi
sejumlah hambatan. Pertama, rendahnya literasi masyarakat mengenai penggunaan e-
meterai menjadi tantangan utama. Banyak pihak yang belum memahami prosedur
pembelian dan pembubuhan e-meterai, sehingga berpotensi menimbulkan keraguan
dalam implementasinya. Kedua, akses teknologi yang terbatas juga menjadi penghalang,
khususnya di daerah dengan infrastruktur digital yang belum merata. Akses internet yang
belum stabil dan keterbatasan perangkat digital menyebabkan sebagian masyarakat
belum dapat memanfaatkan e-meterai secara optimal (Kemenkeu RI, 2022). Ketiga,
belum adanya konsistensi penerimaan e-meterai di seluruh institusi juga menjadi
kendala. Beberapa lembaga perbankan dan instansi swasta masih mensyaratkan meterai
fisik, meskipun regulasi telah mengakomodasi keberadaan e-meterai. Ketidakseragaman
ini menunjukkan perlunya harmonisasi dan sosialisasi yang lebih masif agar semua pihak
memiliki pemahaman yang sama terhadap legitimasi e-meterai.

Penulisan artikel ini juga akan menkaji penggunaan E-Meterai dengan
menggunakan pisau analisis teori kepastian hukum, Kepastian merupakan ciri yang
hakiki dari hukum utamanya bagi norma hukum tertulis, dan melihat hukum sebagai
sesuatu yang mandiri, otonom dan sebagai kumpulan aturan.(Ahmad, 1996). Isnaeni juga
mengemukakan pendapatnya bahwa perangkat hukum yang sangat memperhatikan
konsistens dan akan melahirkan kepastian hukum yang di harapkan masyarakat, apabila
sebaliknya maka sulit mengharapkan kepastian hukum karena citranya sendiri sudah
tidak pernah pasti. Kepastian hukum merupakan salah satu sendi utama dari peraturan
perundang-undangan.(Isnaeni, 1996). Prinsip kepastian hukum merupakan aspek
fundamental bahwa didalam negara Republik Indonesia sebagai negara hukum harus
memberikan jaminan terhadap kejelasan norma, perlindungan hak juga prediktabilitas
bagi masyarakat.(Rahardjo S, 2012). Prinsip kepastian hukum ini semestinya juga
diimbangi dengan prinsip kemanfaatan, hal ini penting agar hukum tidak hanya berlaku
pada tataran kepastian secara formal akan tetapi agar dapat memberikan nilai
kemanfaatan/guna bagi para pelaku transaksi digital(Sidharta, 2018)

Konsep kepastian hukum yang berkemanfaatan bahwa aturan tidak hanya harus
jelas dan konsisten tetapi lebih jauh dari itu harus mampu memberikan nilai kemanfaatan
bagi masyarakat dengan secara efektif mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern
yang melakukan interaksi dengan sistem elektronik. Apabila kita meninjau ketentuan dari
Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang di jamin haknya terkait pengakuan,
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Pada Pasal 1 Undang-Undang
Nomer 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transasi elektronik memperluas makna alat
bukti hukum yang sah termasuk dokumen elektronik. Oleh karena itulah pengaturan
mengenai E-Meterai sebagai alat bukti pembayaran pajak atas pemanfaatan dokumen
elektronik harus mengacu pada keseimbangan antara kepastian dan kemanfaatan hukum
agar dapat memberikan legitimasi dan keandalan pada transaksi yang dilakukan secara
digital
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Beberapa hal butuh kita cermati berkaitan kepastian hukum penggunaan E-Meterai
ini antara lain:
a. Kepastian Hukum Formil

Kerangka regulasi terkait E-Meterai dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun
2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai. Regulasi tentang E-
Meterai juga ada pada Peraturan Menteri Keuangan Nomer 133/ PMK.03/2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2021 tentang
Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai. Dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum, dan Ciri Khusus
pada Meterai Tempel. Kode Unik, dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik,
Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai serta Pemeteraian
Kemudian (selanjutnya di sebut PP Nomor: 134/PMK.03/2021) Berbagai peraturan
tersebut diatas menunjukkan kerangka regulasi yang sudah ada dan sah;

b. Kekosongan Hukum dan Multitafsir Teknis E-Meterai

Berdasarkan analisis penulis pada Peraturan Pemerintah Nomer 86 Tahun 2021
tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai (selanjutnya disebut PP No.
86/2021) tidak mengatur secara jelas tentang cara penempelan meterai elektronik pada
dokumen elektronik. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 134/PMK.03/2021 telah
berupaya menutup kekosongan hukum regulasi E-Meterai khususnya terkait kode unik
digital dan proses pembubuhan secara elektronik akan tetapi masih terdapat celah
kekosongan hukum relatif dan multitafsir teknis bahwa regulasi PMK tersebut masih pada
tingkat norma umum, belum secara jelas merinci aspek teknisnya secara detail maupun
skenario ekstrem operasional (integrasi lintas platform).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 134/PMK.03/2021 merupakan dasar hukum
utama dalam penerapan E-Meterai. Pada Pasal 3 PMK tersebut telah mengatur bahwa e-
meterai berbentuk kode unik digital yang di terbitkan oleh Perusahaan Umum Percetakan
Uang Republik Indonesia (PERURI) dan memiliki elemen identifikasi digital yang tidak
dapat dipindahtangankan. Cara penempelan melalui sistem elektronik dengan
menggunakan mekanisme Application Programming Interface (APIl) atau portal daring
PERURI. Apabila dikaji secara normatif PMK NO 134/PKM.03/2021 ini telah memenuhi
prinsip kepastian hukum, karena didalamnya sudah menetapkan definisi, bentuk E-
Meterai termasuk lembaga yang memiliki otoritas mengeluarkan E-Meterai, akan tetapi
pada tataran implementasi masih rentan terjadi multitafsir dan kekosongan hukum relatif
khususnya pada mekanisme penempelan digital, validasi bukti keaslian dan
interoperabilitas antar sistem dokumen elektronik(Pandora & Widyasari, 2023). Beberapa
persoalan dapat timbul dikarenakan misalnya belum ada standar baku mengenai cara
pembubuhan E-Meterai pada berbagai format dokumen digital (PDF, sistem e-contract
serta platform bisnis daring), hal ini berpotensi tidak adanya kepastian hukum apabila
bukti digital di pindahkan lintas sistem atau bisa juga terjadi bila dirubah format
penyimpanannya (Putri, 2022).

Penggunaan e-meterai sempat menjadi sorotan pada tahun 2023 saat digunakan
pada seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Negara
mewajibkan seluruh pelamar menandatangani surat pernyataan dan dokumen
administrasi menggunakan e-meterai Rp.10.000,- hal ini di maksudkan mendukung
digitalisasi administrasi pemerintah, serta mengurangi penggunbaan dokumen fisik. Akan
tetapi pada tahab unggah dokumen banyak pelamar yang mengalami kesulitan
membubuhkan e-meterai pada platform Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara
(SSCASN), utamanya di wilayah dengan koneksi internet yang tidak stabil/sinyal lemah.
Tentu hal ini menimbulkan keresahan karena terbentur batas waktu unggah dokumen
yang ketat, Beberapa kendala tersebut penyebabnya terindikasi sebagai berikut:

1) Gagal memproses pembubuhan e-meterai karena server Peruri Digital Security
(PDS) mengalami antrean panjang (overload) pada jam sibuk;

2) Kesalahan verifikasi dokumen PDF yang menyebabkan e-meterai tidak terbaca oleh
SSCASN;
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3) Akses sinyal internet terbatas di daerah luar Jawa menyebabkan proses autentifikasi
digital tidak dapat terselesaikan

4) Kurangnya pemahaman pelamar mengenai perbedaan e-meterai dengan tanda
tangan digital yang seringkali menyebabkan berkas secara aministrasi tidak sah.

Berbagai kelemahan atau kekurangan pengaturan E-Meterai dapat menimbulkan
multitafsir teknis dilapangan, sebagaian dapat saja berpikiran bahwa pempelan E -
Meterai sebagai proses penyematan visual (image overlay) sedang pihak lain dapat saja
beranggapan sebagai digital binding melalui hash code system. Interprestasi yang tidak
sama atau luas dalam praktik ini dapat mengakibatkan sengketa pembuktian, terlebih

jika E-Meterai gagal di verifikasi secara sistemik oleh Pengadilan maupun otoritas
perpajakan.(Rosya, M & Kartika, 2022).

Kekosongan hukum menurut Soekanto relatif terjadi jika norma hukum secara
substansial sudah ada tetapi belum diatur secara rinci melalui peraturan terkait teknis
pelaksanaannya (Soekanto, 2014). Pada konteks pembubuhan E-Meterai kekosongan
hukum menyentuh tahap penempelan digital, bahwa PMK 134/PMK.03/2021 hanya
sebatas mengatur kewajiban pembubuhan dan validasi akan tetapi tidak mengakomodir
pengaturan cara penempelan E-Meterai secara digital lintas sistem atau pedoman
verifikasi keaslian dokumen saat dokumen di cetak ulang.

Pada Konteks prinsip kepastian hukum yang berkemanfaatan keadaan ini
menindikasikan belum terpenuhinya dimensi kemanfaatan secara optimal, dalam arti
regulasi telah menjamin kepastian secara formal, namun tidak memberikan kejelasan
implementatif dalam tataran praktis bagi para pengguna sistem digital, beberapa
kekurangan dapat diuraikan antara lain:

1) Ketidak jelasan tanggung jawab teknis antara pengguna, PERURI maupun penyedia
platform pada proses penempelan atau pembubuhan E-Meterai,

2) Standar nasional terkait interoperabilitas API yaitu integrasi sistem pihak ketiga
melalui Application Programming Interface dan Metadata digital belum ada. Hal ini
menimbulkan kekosongan hukum operasional dalam aspek interoperabilitas dan
pembuktian keabsahan dokumen elektronik di luar situs resmi pemerintah;

3) Minimnya pedoman pembuktian bagi aparat penegak hukum dalam memeriksa
keaslian E-Meterai di Pengadilan;

4) Literasi masyarakat terkait E-Meterai masih sangat minim sehingga berpotensi
terjadinya kesalahan pembubuhan E-Meterai dan verifikasinya.

Berbicara dalam konteks prinsip kepastian hukum yang berkemanfaatan bahwa
hukum positif telah memberikan kepastian hukum formalitas (formal Legal Certainty)
akan tetapi belum menyentuh hingga pada tataran substansial legal ultility.

Berdasarkan analisis tersebut diatas, penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi

kebijakan agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang berkemanfaatan yaitu:

1) Penyusunan regulasi teknik turunan dari PMK 134/ PMK.03/2021 perlu juga di
bangun kerjasama lintas sektoral. Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Dirjen
Pajak maupun Keputusan Menteri Keuangan yang secara detail atau terperinci
mengatur standar penempelan E-Materai, format digital, metadata serta mekanisme
audit digital, agar dapat menghindari duplikasi atau kegagalan validasi;

2) Penyusunan Pedoman Pembuktian Digital Di Pengadilan bahwa Mahkamah Agung
bersama Kementerian Keuangan dan PERURI perlu menyusun Surat Edaran
Bersama yang mengatur tata cara pembuktian e meterai di persidangan,;

3) Siskronisasi sistem dan koordinasi antar lembaga, dibutuhkan integrasi antar sistem
(PERURI, DJP dan Peradilan) melalui interoperable API agar proses validasi
keaslian dokumen dapat dilakukan secara otomatis dan seragam;

4) Peningkatan Literasi Digital dan Edukasi Hukum, bahwa pemerintah perlu
melaksanakan sosialisasi nasional kepada para pelaku usaha serta masyarakat agar
memahami prosedur sah pembubuhan serta implikasi hukumnya terhadap transaksi
elektronik;

5) Penguatan pengawasan dan audit teknologi
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6) Perlu dibentuk mekanisme audit berkala atas keamanan sistem E- Meterai yang
dilakukan oleh Lembaga independen guna menjamin integritas data, keaslian, kode
digital dan pencegahan potensi penyalagunaan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-meterai telah
memperoleh legitimasi hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. E-meterai sah
secara hukum sebagai bukti pelunasan bea atas dokumen sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan peraturan turunannya. E-
Meterai bukan merupakan bagian dari syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam
Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga keberadaannya tidak menentukan keabsahan
substansial dari suatu perjanjian. Kendati demikian, E-Meterai memiliki peran strategis
dalam memperkuat pembuktian perjanjian digital, mempercepat proses administrasi, serta
menjaga integritas dan otentikasi dokumen elektronik. Dengan kata lain, E-Meterai
merupakan instrumen hukum yang berfungsi melengkapi sistem pembuktian dalam
transaksi elektronik di Indonesia.

Untuk mendukung optimalisasi penggunaan, E-Meterai beberapa langkah strategis
perlu dilakukan. Pertama, diperlukan regulasi teknis yang lebih jelas dan rinci, sehingga
mengurangi potensi multitafsir dalam praktik implementasi di berbagai sektor. Kedua,
pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait perlu melakukan sosialisasi yang masif
serta meningkatkan literasi masyarakat mengenai penggunaan, E-Meterai baik dari aspek
teknis maupun aspek hukum. Hal ini penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang
memadai mengenai legalitas dan manfaat, E-Meterai Ketiga, diperlukan pembaharuan
hukum secara berkelanjutan agar posisi, E-Meterai semakin kokoh dalam sistem hukum
Indonesia, terutama dalam menghadapi dinamika transaksi elektronik yang terus
berkembang. Dengan adanya pembaharuan tersebut, E-Meterai diharapkan dapat
memberikan kepastian hukum yang lebih kuat serta mendukung transformasi digital nasional
secara menyeluruh.

Penggunaan E-Meterai di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang memadai akan
tetapi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum yang berkemanfaatan.
Kekosongan hukum relatif pada aspek teknik penempelan digital dan multitafsir dalam
pembuktian menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi dan koordinasi antar lembaga.
Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya pedoman teknis nasional, standarisasi
API serta peningkatan literasi digital agar sistem E-Meterai bukan hanya sah secara hukum,
tetapi juga aman, efektif dan bermanfaat bagi masyarakat pengguna traksaksi digital.
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